Menimbang

Mengingat

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 65.1 TAHUN 2015

TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN KARTU PEDAGANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Izin Tempat

Usaha dan Kartu Pedagang;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat



dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012
Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA

DAN KARTU PEDAGANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

s N

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati adalah Bupati Sleman.

Dinas Pasar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pasar
Kabupaten Sleman.

Kepala Dinas Pasar yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang
maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk area pasar.
Tempat Dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk
berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang

merupakan bagian dari pasar.
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17.

18.

(1)

(2)

Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya
dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-
langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang
dipergunakan untuk berjualan.

Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya
terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap,
dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat
dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan
dipergunakan untuk berjualan.

Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa
dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan
dipergunakan untuk berjualan

Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di
atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya
oleh pedagang.

Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat
berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di
halaman atau area pasar.

Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas jual
beli barang dan/atau jasa di pasar.

Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin
tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar
Kabupaten.

Kartu Pedagang Kios/Los adalah kartu bukti diri pedagang kios, los
dengan sekat, los tanpa sekat, dan los sementara.

Kartu Pedagang Pelataran adalah kartu bukti diri pedagang pelataran

yang aktif dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar.

BAB II
SITU

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios

dan los di Pasar wajib memiliki SITU.

Setiap SITU berlaku untuk 1 (satu) kios atau 1 (satu) los dan 1 (satu)
pedagang.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku selama 3

(tiga) tahun dan wajib diperbaharui.

Pedagang wajib mendaftarkan ulang SITU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setiap 1 (satu) tahun.

Pedagang dapat mengajukan permohonan perubahan SITU dengan jenis
perubahan meliputi:
a. nama pedagang;
b. alamat pedagang;
c. jenis mata dagangan;
nomor tempat dasaran; dan/atau

e. luas tempat dasaran.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian SITU

Pasal 4

Pemberian SITU diutamakan bagi pedagang yang sudah lama aktif di

Pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Dasar pemberian SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
a. aspek ketersediaan tempat dasaran;
b. aspek jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah
digunakan oleh pemohon; dan
c. aspek pengelompokan mata dagangan:
1) sesuai dengan lokasi tempat dasaran dan golongan dagangan
yang sejenis di pasar yang belum memiliki zonasi; dan/atau

2) sesuai dengan zonasi yang ditentukan di pasar dengan zonasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan mata dagangan di Pasar

diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Apabila jumlah pemohon SITU melebihi jumlah tempat dasaran yang
tersedia, maka SITU diutamakan diberikan bagi pedagang yang memiliki

kartu pedagang pelataran.
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Pasal 5

Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling

banyak 2 (dua) unit pada setiap pasar.

Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling
banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Permohonan SITU diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui

UPT Pelayanan Pasar dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Permohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

permohonan SITU baru, daftar ulang, pembaharuan, dan perubahan.

Pasal 7

Persyaratan permohonan SITU dengan ketentuan sebagai berikut:
a. SITU baru:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi
pedagang yang berbentuk badan hukum,;
3. surat pernyataan bermaterai cukup;
surat kuasa pengurusan SITU bagi pedagang yang berbentuk
badan hukum apabila dikuasakan;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa yang masih
berlaku apabila dikuasakan; dan
6. pas foto pemohon yang berwarna dan terbaru ukuran 3cm x 4cm
sebanyak 3 (tiga) lembar dan 2cm x 2cm sebanyak 1 (satu)
lembar;
b. daftar ulang SITU:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku;
2. SITU (asli) yang telah dimiliki sebelumnya;
c. pembaharuan SITU (SITU yang diperbaharui):
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku;
2. SITU (asli) yang telah dimiliki sebelumnya; dan
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3. pas foto pemohon yang berwarna dan terbaru ukuran 3cm x 4cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. perubahan SITU:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pedagang yang masih berlaku;
2. SITU yang telah dimiliki (asli); dan
3. pas foto pemohon yang berwarna dan terbaru ukuran 3cm x 4cm

sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Keempat

Prosedur

Pasal 8

Berkas permohonan SITU yang telah lengkap dan benar dilakukan

penelitian dan pengkajian oleh UPT Pelayanan Pasar.

UPT Pelayanan Pasar dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan peninjauan

lapangan.

UPT Pelayanan Pasar dapat meminta tambahan persyaratan administrasi
berkaitan dengan permohonan SITU kepada pedagang apabila diperlukan,
setelah dilaksanakan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

Pedagang wajib melengkapi tambahan persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling

lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

Kepala UPT Pelayanan Pasar berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian,

memberikan rekomendasi atas permohonan SITU kepada Kepala Dinas.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

mempertimbangkan:

a. ketertiban pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi;

b. kepatuhan atas kewajiban dan larangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan lokasi tempat

dasaran dan golongan dagangan yang sejenis; dan/atau
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d. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan pengelompokan
mata dagangan yang ditentukan.

Pasal 10

Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Kepala UPT Pelayanan Pasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memberikan keputusan untuk
menerima atau menolak permohonan SITU.

Keputusan atas permohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas
permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III

KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Setiap pedagang pasar wajib memiliki Kartu Pedagang.
Setiap pedagang diberikan 1 (satu) Kartu Pedagang.

Pasal 12

Kartu Pedagang terdiri dari:
a. Kartu Pedagang Kios/Los;
b. Kartu Pedagang Pelataran.

Kartu Pedagang Kios/Los diberikan setelah pedagang memperoleh SITU.

Kartu Pedagang Pelataran diberikan bagi pedagang pelataran yang aktif
dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar.

Pasal 13

Pedagang pelataran yang aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)

dengan ketentuan memiliki masa aktif berdagang di pasar paling sedikit 2

(dua) tahun.

(1)

Pasal 14

Kartu Pedagang Kios/Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a berlaku selama pedagang melakukan kegiatan jual beli di pasar
sesuai dengan data yang tercantum dalam SITU.



(2)

(1)

(2)

(1)
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Kartu Pedagang Pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui selama

pedagang melakukan kegiatan jual beli di pasar.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kartu Pedagang Kios/Los dan

Kartu Pedagang Pelataran

Pasal 15

Dasar pemberian Kartu Pedagang Kios/Los berupa kepemilikan SITU.

Dasar pemberian Kartu Pedagang Pelataran dengan mempertimbangkan:

a. aspek masa aktif pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

b. aspek ketersediaan tempat dasaran;

c. aspek jumlah tempat dasaran yang telah digunakan oleh pemohon;
dan

d. aspek kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan

jenis dagangan di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Kartu Pedagang Kios/Los dan

Kartu Pedagang Pelataran
Pasal 16

Kartu Pedagang Kios/Los diberikan kepada pedagang Kios/Los bersamaan
pada saat SITU diterbitkan.

Kartu Pedagang Pelataran diberikan kepada pedagang pelataran yang
memenuhi dasar pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2).

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi bagi Pedagang yang Telah Memiliki
SITU dan/atau Kartu Pedagang



(1)

(2)

Pasal 17

Setiap pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan
Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini dikenakan

sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;

b. pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang;

c. penyegelan tempat usaha; dan

pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang.

Pasal 18

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 19

Pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang tidak mematuhi peringatan
dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan sanksi administrasi
berupa pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

Selama masa pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang dilarang

melakukan operasional kegiatan perdagangan.

Pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pembekuan SITU dan/atau Kartu Pedagang diakhiri apabila pemilik SITU
dan/atau Kartu Pedagang telah mematuhi peringatan dan melakukan
perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini.
Pasal 20

Pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang tidak menghentikan

operasional kegiatan perdagangan selama jangka waktu pembekuan SITU



(2)

(3)

(1)

(2)

dan/atau Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
diberikan sanksi administrasi berupa penyegelan tempat usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila pemilik SITU dan/atau Kartu
Pedagang telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai

dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Apabila pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang tidak mematuhi
peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi
berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf d.

Pelaksanaan pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang disertai dengan

penutupan tempat usaha.

Pasal 22

Pemberian sanksi bagi pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang yang telah

memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Sanksi bagi Pedagang yang Tidak Memiliki
SITU dan/atau Kartu Pedagang

Pasal 23

Setiap pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11

ayat (1) diberi peringatan secara tertulis.

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.



Pasal 24

Apabila pedagang tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku
setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1), dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

Pasal 25

Pemberian sanksi bagi pedagang yang tidak berizin dilakukan oleh Kepala

Dinas.

BAB V
PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 26

(1) SITU dan/atau Kartu Pedagang dicabut apabila:
a. atas permintaan sendiri dari pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang
untuk menutup usahanya,;
b. SITU dan/atau Kartu Pedagang dikeluarkan atas data yang tidak
benar/dipalsukan oleh pedagang; dan/atau
c. pemilik SITU dan/atau Kartu Pedagang tidak mematuhi peringatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2) Pelaksanaan pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang disertai dengan

penutupan tempat usaha.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat

daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 32 SERI D



